

[image: logo sragen.png]
LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
( LPPD )
DESA SIDOKERTO AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024

[image: ]


DESA SIDOKERTO
KECAMATAN PLUPUH
KABUPATEN SRAGEN
			




																				






























































KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, karena atas kuasanya telah menciptakan manusia sebagai pemimpin di alam semesta ini, serta atas Rahmat dan Karunia-Nya pula sehingga kami Kepala Desa Sidokerto  Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen, dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun 2024.

Laporan ini kami susun dengan maksud sebagai Laporan Kepala Desa kepada Bupati, BPD dan Masyarakat yang diselenggarakan selama Tahun 2022. Disamping itu, Laporan Pertanggungjawaban ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi yang membutuhkan Informasi serta sebagai sarana evaluasi di masa Jabatan Kepala Desa yang akan mendatang.

Kami sadari sepenuhnya, bahwa kami tidak mungkin mampu berbuat apa – apa tanpa dukungan dan bantuan dari segenap komponen warga masyarakat yang ada di Desa Sidokerto, begitupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir tahun 2024, Kepala Desa Sidokerto ini juga tidak mungkin dapat berjalan dan terlaksana tanpa Peran serta dari semua pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kami haturkan kepada semua pihak, sehingga proses pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa tahun 2024 ini Kepala Desa Sidokerto Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen  ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya.

Akhirnya, Semoga Allah SWT Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua.. Amin..

                                                                    Sidokerto, 22 Januari 2025
                                                                     Kepala Desa Sidokerto


                                                                       HERU BUDIYANTO
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BAB I
PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus sendiri kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan serta keragaman desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan desa dilaksanakan sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan.
Sebagai bagian dari prinsip tata pemerintahan yang baik, akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan kinerja atas program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa selama satu tahun anggaran. Sebagai konsekuensinya, Kepala Desa harus memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimilikinya kepada masyarakat, kepada Pemerintah Daerah melalui Camat, dan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), khususnya tentang implementasi program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan, sesuai dengan strategi dan prioritas serta arah kebijakan pembangunan. 
Pemerintahan Desa yang baik, disamping aspiratif, juga perlu mengembangkan dan menerapkan sistem pertanggung jawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Oleh karenanya, penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan satu kesatuan dalam upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik.





	Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa, dan Informasi Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Desa kepada Masyarakat.  
Lebih lanjut penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun  ini merupakan laporan kepada Bupati/Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan pemerintahan Desa Sidokerto Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen selama Tahun 2024 dengan berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2024 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Desa Sidokerto. 
Ruang lingkup LPPD Akhir Tahun 2024 mencakup Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN
Tujuan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2024 ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai salah satu kewajiban Kepala Desa dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Selain itu tujuan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun 2024 ini adalah untuk memberikan gambaran umum dalam rangka Pelaksanaan  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan data dan informasi yang aktual dan akurat, serta sebagai bahan evaluasi Bupati dalam menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan terhadap catatan kinerja Kepala Desa maupun program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang  diganti dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dimaksud Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Desa Sidokerto Kecamatan Plupuh berusaha melaksanakan Pemerintahan Desa dengan semangat Otonomi Desa dengan berupaya mengatur dan mengurus rumah tangga Desa atas dasar musyawarah dan mufakat serta inisiatif dan prakarsa dari masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Desa Sidokerto.





B. VISI DAN MISI KEPALA DESA
1. Visi
	Visi Adalah Suatu Gambaran Yang Menantang Tentang Keadaan Masa Depan Yang Diinginkan Dengan Melihat Potensi Dan Kebutuhan Desa. 
Untuk Menggambarkan Tentang Tujuan Yang Ingin Dicapai Dalam Jangka Waktu 6 (Enam) Tahun Kedepan, Maka Dibuatlah Visi Desa Dari Yang Dituangkan Dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Sidokerto.
Dengan Mengacu Kepada Rancangan Strategis Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 – 2029, Maka Ditetapkan “Visi Desa Sidokerto“  Adalah Sebagai Berikut : 
”Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Sidokerto yang Lebih Baik (Good Governance) Guna mewujudkan Desa Sidokerto yang Adil Makmur Sejahtera, Aspiratif, Transparansi dan bermartabat”
2. Misi
a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan, Saluran Irigasi serta infrastruktur strategis lainnya.
b. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
c. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
d. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.
e. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
f. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.
Adapun misi tersebut dalam pelaksanaanya dibagi 3 bidang antara lain :
a. Bidang Pemerintahan
1. Memfungsikan administrasi  meliputi buku-buku administrasi desa, pertanahan, pajak bumi dan bangunan
2. Memberdayakan lembaga-lembaga desa yang meliputi : BPD, LP2MD, RT, PKK dan Karang Taruna.
3. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat
4. Mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat

b. Bidang Pembangunan dan Ekonomi
1. Mewujudkan pembangunan prasarana desa meliputi; pengairan dan transportasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa
2. Mewujudkan prasarana pendidikan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan
3. Mewujudkan prasarana peribadahan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

c. Bidang Kesejahteraan Masyarakat
1. Menciptakan kerukunan antar umat beragama
2. Meningkatkan kesadaran berpolitik melalui pembinaan politik terhadap masyarakat
3. Mewujudkan hubungan antar desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Strategi dan Kebijakan adalah tata cara atau sistem upaya pemerintah desa dalam melaksanakan pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa untuk mencapai keberhasilan pembangunan desa. Dalam melaksanakan Strategi dan Kebijakan tersebut ada beberapa-beberapa hal sebagai pedoman untuk melaksanakan diantaranya: 

1.DASAR HUKUM
Adapun dasar hukum dari laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Desa adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang  Pedoman Administrasi Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang  Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;
13. Peraturan Bupati Sragen Nomor 73 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Kepala Desa;





2. GAMBARAN UMUM DESA
1. Kondisi Geografis
Desa Sidokerto merupakan satu dari 16 Desa yang ada di Kecamatan Plupuh, dengan luas wilayah Keseluruhan+ 257,36 Ha. Terbagai dalam 3 Dusun/Kebayanan, 10 Dukuh, dengan 18 RT.
Batas alamiah desa Sidokerto adalah :
· Sebelah Timur	:	Sungai Bengawan Solo/Kecamatan Masaran
· Sebelah Selatan	:	Sungai Cemoro/Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar
· Sebelah barat	:	Desa Jembangan
· Sebelah Utara	:	Desa Jabung, 

2. Gambaran Umum Demografis
a. Luas
Desa Sidokerto Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen yang terletak di  koordinat bujur x = 7029’6”  dan koordinat lintang y = 110053’10”,880 yang kondisi desanya sebagian besar kontur tanahnya adalah dataran rendah dengan luas wilayah +266.8650 Ha yang terdiri dari ; 
Keterangan :
Tanah Sawah
1. Irigasi Tehnis	:		-	Ha
2. Irigasi ½ Tehnis	:		125	Ha
3. Irigasi Sederhana	:		- 	Ha
4. Tadah Hujan	:		29	Ha
Jumlah	:		154	Ha


Tanah Kering dengan Jenisnya
1. Pekarangan/Bangunan	:		62	Ha
2. Tegal / Kebun	:		22	Ha
3. Padang / Tanah Gembala	:	-
4. Kolam	:	-
5. Perkebunan Negara	:	-
6. Lain-lain                                     :               18,36  Ha
(Kuburan,Jalan,Sungai,Saluran)	:	               1  Ha
Jumlah	:	          103,36  	Ha

b. Data Penduduk
Secara demografis keadaan Penduduk Desa SidokertoKecamatan Plupuh Kabupaten Sragen Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
· Jumlah penduduk	:  2.832 Jiwa
· Laki-laki			:  1.375 Jiwa
· Perempuan		:  1.457 Jiwa
· Jumlah KK			:     998 KK







		     c. Jumlah Penduduk menurut Agama dan Kepercayaan
	NO
	A G A M A
	JUMLAH ( JIWA )

	1.
	Islam
	2.832

	2.
	Katholik
	-

	3.
	Kristen
	-

	4.
	Hindu
	-

	5.
	Budha
	-




3. KONDISI EKONOMI
a. Potensi Unggulan Desa
Kegiatan perekonomian desa selama ini masih didominasi oleh sektor pertanian mengingat wilayah Desa Sidokerto +76,23 % adalah persawahan yang merupakan lahan mata pencaharian masyarakat setempat. Namun dari pesatnya pertanian desa belum seutuhnya membuahkan hasil optimal, ini disebabkan karena kondisi alam/daerah banjir dari sungai Bengawan Solo, dan masih rendahnya pengetahuan serta  kurangnya dana penunjang. Tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena harga tidak sebanding dengan biaya garap sehingga penghasilan yang di dapat mereka, serta masih minimnya bekal ketrampilan, upah buruh yang terlalu tinggi

b. Pertumbuhan Ekonomi Desa
Pertumbuhan perekonomian desa masih didominasi oleh sector pertanian, selain mengolah pertanian masyrakat ada juga yang menjalankan peternakan antara lain; Sapi , Ayam, Itik, Burung, Kambing, walaupun masih sebatas bijian ekor dalam peternakan tersebut. Dalam data Profil Desa Tahun 2024 disebutkan bahwa ;
· Potensi umum				: Potensi sedang
· Potensi sumber daya alam		: Potensi sedang
· Potensi sumber daya manusia		: Potensi sedang
· Potensi kelembagaan			: Potensi Baik
· Potensi saran dan prasarana		: Potensi Sedang
Sedangkan dalam pelaksanaan Pemerintah Desa dengan mengacu:
· Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
· Rencana Pembangunan Tahunan Desa

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan perencanaan penting untuk kegiatan strategis desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 6 (enam) tahun kedepan yang mengacu pada APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten dan APBDesa. Prioritas pembangunan Jangka Menengah Desa Sidokerto periode tahun 2023 sampai dengan 2030 diarahkan kepada pembangunan diantaranya adalah ; Pengerasan jalan, pembangunan talud jalan desa, Cor Beton / betonisasi jalan desa dan dukuh, pavingisasi Kantor Balai Desa dan lapangan , pembangunan Saluran irigasi, Jalan Usaha Tani, Jaringan Irigasi Pertanian. Karena infrastruktur yang memadai merupakan salah satu unsur utama penyangga memajukan perekonomian warga masyarakat Desa Sidokerto khususnya dan masyarakat sekitar Kecamatan Plupuh pada umumnya.

2. Rencana Kerja Tahunan Desa
Rencana Kerja Tahunan Desa ( RKP ) merupakan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dilaksanakan dalam jangka waktu pendek atau bersifat tahunan yang kegiatannya berdasarkan APBDesa yang telah disetujui oleh BPD untuk dikerjakan pada tahun anggaran tersebut yang didanai oleh Desa dengan dana PAD, ADD, DD dan dana lainnya yang sah. Kegiatan ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang kegiatannya per tahun, kegiatan yang dilaksanakan Pembangunan Jangka Pendek yaitu ; perawatan jalan-jalan dukuh, perawatan kantor kepala desa, bantuan pendidikan meliputi pendidikan formal yaitu ; PAUD, T.

3. Arah Kebijakan Keuangan Desa 
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 67 disebutkan sebagai berikut ;
· Penyelenggara urusan Pemerintah Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Bantuan Pemerintah.
· Penyelengaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselengarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
· Penyelengara urusan Pemerintah Pusat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.
Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang. Kemudian keuangan Desa merupakan bagian dari proses Musrenbangdes. Kebijakan Pemerintah Desa 
Sidokerto dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan Desa yang ada dengan Pendapatan Asli Desa (PAD).guna menutup 
anggaran operasional kegiatan penyelenggara Pemerintahan Desa  masih banyak kekurangan dan masih mengandalkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Sragen, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat. Untuk itu harapan dari Pemerintah Desa Sidokerto mengharapkan dana-dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten terus diperbesar guna menyelesaikan beberapa kegiatan pembangunan-pembangunan fisik maupun non fisik.
	
D. SKALA PRIORITAS
Pelaksanaan pembangunan dalam desa selama tahun 2022 cukup banyak yang dilaksanakan bersumber dari dana Pemerintah yaitu Dana Desa (DD), ADD, Dana BKP , Dana BKK. Prioritas desa selalu dimusyawarahkan dalam Musrenbangdes disetiap tahun dan mengacu pada RPJMDes. Semua pelaksanaan pembangunan di desa menggunakan ketentuan skala prioritas, setelah pembangunan fisik umum, jalan desa, saluran irigasi, jembatan/gorong-gorong, drainase dan lain sebagainya. Begitu pula kegiatan non fisik juga dilaksanakan dengan membuat sekala prioritas, sehingga semua kegiatan yang akan direncanakan dan diprogramkan akan lebih tertata, terukur dan berkesinambungan.
BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024

A. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	
Pelaksanaan program pemerintah baik pusat maupun daerah dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa, karena salah satu fungsi Pemerintah Desa adalah pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat.

1. Dasar Hukum
· Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
· Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diganti dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
· Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
· Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintah Daerah
· Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 tahun 2016, tentang Kepala Desa;
· Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 tahun 2016, tentang Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) ;
· Peraturan Bupati Sragen Nomor 58 tahun 2015, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sragen;
· Peraturan Bupati Sragen Nomor 40 tahun 2015, tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen kepada Pemerintah Desa;
· Peraturan Bupati Sragen Nomor 73 tahunn 2016, tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Sragen Nomor 2 tahun 2016 tentang Kepala Desa;

2. Data Pemerintahan Desa
Perangkat Desa Sidokerto sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ada 10 Orang, yang terdiri dari :  Kepala Desa, Sekretaris  Desa , 2 Kebayan, 3 Kaur ( Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Keuangan,  Kaur Perencanaan). Dan 3 Kasi : (Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan ).
Untuk lebih jelasnya  Struktur Organisasinya Pemerintahan Desa
adalah sbb:











STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA SIDOKERTO
PERBUP NOMOR 20 TAHUN 2017





KEPALA DESA

HERU BUDIYANTO


BPD


SEKDES

SUTRISNO



KAUR KEUANGAN
ANDREAS
KASI PEMERINTAHAN
NUR AINI  NK
S
KAUR PERENCANAAN
PIKI ARDI
KASI PELAYANAN
MULYONO
KASI KESEJAHTERAAN
SUCI 
KAUR TATAUSAHA
PURWATI



KEBAYAN III

DIMAS AJI

KEBAYAN I

JOKO S

KEBAYAN II

------




SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA SIDOKERTO BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2017 
	NO
	NAMA
	TGL LAHIR
	JABATAN
	ALAMAT
	NOMOR SK
	Pendi
dikan 
	Luas 
Bengkok
M²

	1
	HERU BUDIYANTO
	12-04-1981
	Kepala Desa
	Pencol RT. 03
	141/203/019/
2022
	SMA
	38.051

	2.
	SUTRISNO
	08-09-1972
	Sekdes
	Pencol RT. 03
	141.31/12/IV/2018
	S1
	20.200

	3.
	JOKO SETIYAWAN
	16-11-1985
	Kadus I
	Wonosido RT. 15
	05 Tahun 2018
	SMA
	14.170

	4.
	DIMAS AJI DWI PRASETYO
	31-12-1999
	Kadus III
	Natah RT. 01
	141/04/I/2022
	SMA
	13.675

	5.
	PURWATI
	12-03-1969
	Kaur T.U dan Umum
	Pencol RT. 03
	141/14/12/1989
	SMP
	5.800

	6
	MULYONO
	17-08-1972
	Kaur Keuangan
	Talun RT. 09
	141/50/V/2003
	SMA
	5.635

	7.
	NUR AINI NURUL KHASANAH
	12-06-1995
	Kaur Perencanaan
	Talun RT. 12
	07 Tahun 2018
	S1
	5.800

	8.
	SUCI NURJANAH
	10-01-1998
	Kasi Pemerintahan
	Natah RT. 01
	141/05/I/2022
	S1
	5.735

	9
	PIKI ARDI KURNIAWAN
	16-07-1996
	Kasi Kesejahteraan
	Tanon RT. 16
	141/06/I 2022
	SMA
	5.600

	10
	ANDREAS W
	15-10-2000
	Kasi Pelayanan
	Natah RT. 01
	141/07/I/2022
	SMA
	5.150






DATA LEMBAGA DESA :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
Dasar Rekomendasi SK. Camat Plupuh Nomor : 141/021/002/2018 Tanggal 10 Desember 2018.
	NO.
	NAMA
	JABATAN
	PEKERJAAN

	1

	Gatot Margono
	Ketua
	PNS

	2
	Jumadi
	Wakil
	Swasta

	3
	Zaim Rafiq
	Sekretaris
	Swasta

	4
	Sudirman
	Ketua Bidang Pemt dan Pemberdayaan
	Swasta

	5
	Edy Muthador
	Ketua Bidang Pemb dan Pembinaan
	Swasta

	6
	Sri Wahyuningsih
	Anggota
	Swasta

	7
	Krisna Setiawan
	Anggota
	Swasta


	


LEMBAGA PEMBERDAYAAN & PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA (LP2MD)
BERDASARKAN SK. KEPALA DESA SIDOKERTO

SUSUNAN PENGURUS LP2MD
	NO.
	NAMA
	JABATAN
	PEKERJAAN

	1
	Karno
	Ketua Umum
	Swasta

	2
	Warno
	Wakil Ketua
	Pensiun PNS

	3
	Triyanto
	Sekretaris
	Swasta

	4
	Arif Supriyanto
	Bendahara
	Tani

	5
	Sugiyanto
	Ketua Seksi Agama
	Swasta

	6
	Joko Mulyono
	Ketua Seksi Pemuda, Olahraga & Kesenian
	Swasta

	7
	Sutrisno
	Ketua Seksi Keamanan dan Ketertiban
	Swasta

	8
	Iskandar
	Ketua Seksi Lingkungan Hidup
	Swasta

	9
	Waryono
	Ketua Seksi Pembangunan Ekonomi & Koperasi
	Petani

	10
	 Badi Ismail
	Ketua Seksi Kesehatan, Kependudukan dan KB
	Swasta

	11
	Ismi Hidayati
	Ketua Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan
	Swasta





	NO.
	NAMA
	JABATAN
	PEKERJAAN

	1.
	Suparno
	Ketua RT 01
	Swasta

	2.
	Suroto
	Ketua RT 02
	Swasta

	3.
	Wardi
	Ketua  RT 03
	Petani

	4.
	Namidi
	Ketua  RT 04
	Swasta

	5.
	Agus Sholikin
	Ketua RT  05a
	Swasta

	6.
	Ridwan Purnomo
	Ketua  RT 05b
	Swasta

	7.
	Teguh Sutrisno
	Ketua RT 06
	Swasta

	8.
	Suyatin
	Ketua RT. 07
	Swasta

	9.
	Darman Anjas Hadi Kusumo
	Ketua RT. 08
	Swasta

	10.
	Sutardi
	Ketua RT. 09
	Swasta

	11.
	Syamsudin
	Ketua RT. 10
	Petani

	12.
	Haryanto
	Ketua RT. 11
	Swasta

	13.
	Warno
	Ketua RT. 12
	Swasta

	14.
	Hartono
	Ketua RT. 13
	Swasta

	15.
	Erfina Budi Hidayat
	Ketua RT. 14
	Swasta

	16.
	Widodo
	Ketua RT. 15a
	Swsata

	17.
	Suhari
	Ketua RT. 15b
	Swasta

	18
	Jumadi
	Ketua RT. 16
	Swasta


DAFTAR NAMA KETUA RT SE – DESA SIDOKERTO




SUSUNAN PENGURUS BUMDES “
PERIODE TAHUN 2023-2030

	NO
	NAMA
	ALAMAT
	L/P
	KEDUDUKAN DALAM BUMDES

	1
	Heru Budiyanto
	Pencol RT. 03
	L
	Penasehat

	2
	Sugiyanto
	Gendo RT. 08
	L
	Pengawas

	3
	Eka Ratna Sari
	Talun RT. 09
	P
	Pengawas

	4
	Suhari
	Wonosido RT. 15
	L
	Pengawas

	5
	Fitri Lestari
	Pencol RT. 03
	P
	Ketua

	6
	Taufik Aji Harjanto
	Tapang RT. 06
	L
	Sekretaris


















INVENTARISASI TANAH KAS DESA SIDOKERTO
KECAMATAN PLUPUH KABUPATEN SRAGEN


	No
	No.C
	No. Sertifikat
	Persil
	Jenis Tanah
	Luas Tanah M2
	Penggunaan
	Tahun

	1
	C. 1 b 
	1
	No. 18 b SIII
	Tanah Pekarangan
	1530
	Balai Desa
	1998

	2
	C. 1b 
	3
	No. 28-4 Klas S III
	Tanah Lapangan
	5475
	Lapangan
	1999

	3
	C. 2b 
	2
	No. 26-2 P III
	Tanah Pekarangan
	635
	Puskesmas
	1999

	4
	C. 1b
	4
	No. 28-4 Klas P.IV
	Tanah Pekarangan
	1070
	Pompa Gendo
	2000

	5
	C. 255
	5
	No. 120a SII
	Tanah Sawah
	4235
	Bengkok Kades
	2004

	6
	C. 259
	6
	No. 120a SII
	Tanah Sawah
	1615
	Bengkok Umum
	2004

	7
	C. 260
	7
	No. 120a SII
	Tanah Sawah
	1480
	Bengkok Bayan C
	2005

	8
	C. 258
	8
	No. 126 Klas S II
	Tanah Sawah
	1960
	Bayan A
	2005

	9
	C. 261
	10
	No. 120 S II
	Tanah Sawah
	835
	Tambahan ekbang
	2007

	10
	C261
	00009
	No. 123 SII
	Tanah Sawah
	5220
	Bengkok Modin
	2007

	11
	C. 255
	14
	No. 84 b Klas SIII
	Tanah Sawah
	4375
	Bengkok Kades
	2012

	12
	C. 255
	12
	No. 84b Klas S III
	Tanah Sawah
	8655
	Bengklok Kades
	2012

	13
	C 260 
	16
	No. 122b Klas SIII
	Tanah Sawah
	3108
	Bengkok Bayan C
	2014

	14
	C. 260
	16
	No. 122a Klas SII
	Tanah Sawah
	6069
	Bengkok Bayan C
	2014

	15
	C. 255
	00018
	No. 84a Klas SII
	Tanah Sawah
	13489
	Bengkok Kades
	2016

	16
	C. 255
	00017
	No. 85b Klas SIII
	Tanah Sawah
	5749
	Bengkok Kades
	2016

	17
	C. 255
	00035
	No. 85b Klas S III
	Tanah Sawah
	7466
	Bengkok Kades
	2020

	18
	C. 257
	00020
	No. 25a Klas I
	Tanah Sawah
	7875
	Sekdes
	2020

	19
	C. 834
	00036
	No. 45-90 Klas S III
	Tanah Sawah
	6057
	Lapangan
	2020

	20
	C1a
	00031
	No. 23 Klas S1
	Tanah Sawah
	7584
	Bengkok TU
	2020

	21
	C260c
	00024
	No. 17 Klas SII
	Tanah Sawah
	3192
	Bengkok Bayan C
	2020

	22
	C257
	00019
	No. 25a Klas I
	Tanah Sawah
	12590
	Bengkok Sekdes
	2020

	23
	C1a
	00028
	No. 20 Klas SII
	Tanah Sawah
	2527
	Kas Desa
	2020

	24
	C1a 
	00041
	No. 125 b Klas S III
	Tanah Sawah
	4847
	Bengkok Kesra
	2020

	25
	C. Ia 
	00029
	No. 20 Klas SII
	Tanah Sawah
	4289
	Kas Desa Natah
	2020

	26
	C. 1a
	00033
	No. 124b Klas SIII
	Tanah Sawah
	1699
	Kas Desa 
	2020

	27
	C258
	00022
	No. 15 Klas S II
	Tanah Sawah
	12760
	Bengkok Bayan A
	2020

	28
	C259
	00023
	No. 16 Klas SII
	Tanah Sawah
	3259
	Bengkok Bayan B
	2020

	29
	C1a
	00025
	No. 19 Klas SII
	Tanah Sawah
	3145
	Kas Desa Natah
	2020

	30
	CIB
	00038
	No. 28-4 Klas P.IV
	Tanah Pekarangan
	1873
	Kas Sampir
	2020

	31
	 
	00037
	 
	Tanah Tegal
	2853
	Makam Ngepung
	2020

	32
	C1a
	00034
	No. 124a Klas SII
	Tanah Sawah
	879
	Kas Wonosido
	2020

	33
	C1a
	00032
	No. 23 Klas SI
	Tanah Sawah
	5726
	Kas Natah
	2020

	34
	C1a
	00026
	No. 19 Klas S II
	Tanah Sawah
	1590
	Bengkok KasiPem
	2020

	35
	C1a
	00027
	No. 19 Klas S II
	Tanah Sawah
	1397
	Kas Desa
	2020

	36
	C1a
	00030
	No. 21 Klas SII
	Tanah Sawah
	6941
	Kas Natah
	2020

	37
	C255
	00039
	No. 85a Klas SII
	Tanah Sawah
	915
	Bengkok Kades
	2021

	38
	C1a
	00040
	No. 18b Klas SIII
	Tanah Sawah
	7230
	Kaur Pemerintahan
	2021

	39
	 
	00046
	 
	Tanah Sawah
	3698
	Kaur Keuangan
	2022

	40
	 C
	00047
	 
	Tanah Tegal
	4145
	Kadus B
	2022

	41
	 
	00045
	 
	Tanah Tegal
	453
	Kas Kubur Gendo
	2022

	42
	 
	00043
	 
	Tanah Tegal
	1683
	Kas Kubur Wonorejo
	2022

	43
	 
	00044
	 
	Tanah Tegal
	156
	Kas Kubur Ngepung
	2022

	44
	 
	00042
	 
	Tanah Tegal
	921
	Kas Kubur Pencol
	2022

	45
	C835
	00048
	Persil 26 b Klas P IV
	Tanah Pekarangan
	2189
	Kas Desa/ Sekolahan
	2023









3. Administrasi KTP / KK
Untuk pelayanan KTP / KK dari Desa Sidokerto selama tahun 2017-2024 tidak ada kesulitan yang serius, asalkan oleh si pencari KTP / KK ada persyaratan yang lengkap dan jelas identitasnya.
Selanjutnya Desa melengkapi syarat-syaratnya untuk perabot ke Kecamatan.
Di Kecamatan sudah menggunakan komputer, maka pelayanannya relatif cepat.
Adapun banyaknya  permohonan  pada Tahun 2017-2024 adalah sebagai berikut :

	No.
	Uraian
	Th 2017
	Th 2018
	Th 2019
	Th 2020
	Th 2021
	Th
2022
	Th 2023
	Th 2024

	1
	KTP
	88
	85
	122
	95
	164
	142
	30
	31

	2
	KK
	57
	44
	81
	64
	83
	74
	74
	47

	3
	SKCK
	37
	65
	12
	41
	48
	59
	25
	16

	4
	Pinjam Bank
	19
	98
	79
	29
	30
	36
	96
	73

	5
	Ijin Keramaian
	22
	15
	14
	18
	21
	14
	18
	6

	6
	Permohonan lainnya
	
	
	
	
	
	
	138
	166



4. Prosedur Pungutan PBB
Baku PBB Desa Sidokerto untuk Tahun 2024 terperinci Sbb. :
WP/SPP sebanyak 1.601, Baku Rp. 93.680610,-
Setelah jelas target masing-masing oleh Kebayan segera menarik PBB tersebut dari wajib pajak.  Setelah kebayan menerima pajak, lalu disetor kepada Kaur Keuangan, kemudian disetor ke Bank BPD Jawa Tengah. Sedangkan PBB Tanah Kas Desa dibayar langsung dari Desa yang berasal dari APBDES. Bagi SPPT yang salah oleh Desa segera dilaporkan kesalahan tersebut ke Kantor Pajak, untuk dicocokkan, kalau betul-betul salah, target PBB Desa Sidokerto dikurangi sejumlah kesalahan. 
Dalam penarikan Pajak PBB selama ini tidak ada kendala yang berarti, sehingga Desa Sidokerto PBB lunas sebelum 31 Agustus.
5. Kesejahteraan Sosial
Perlu kita ketahui bersama bahwa  masyarakat kita ini dapat dikategorikan hidup sejahtera, terbukti :
· Kecukupan sandang, mereka sudah dapat menerapkan pakaian-pakaian sesuai penggunaan. Misalnya pakaian sekolah, pakaian jagongan, pakaian rekreasi, pakaian kerja dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sidokerto memiliki cukup sandang yang layak.
· Data penerima BLT-DD. Sejumlah	= 18 Kpm
· Data penerima BPNT. Sejumlah	= 291 Orang 
· Data penerima PKH. Sejumlah		= 254 Orang





6. Kesehatan 
Menurut pengertian masyarakat di desa Sidokerto tentang kesehatan adalah suatu modal utama bagi kehidupan orang dewasa maupun balita, karena di Desa Sidokerto sudah ada prasarana kesehatan, Polindes, Posyandu, Bidan Desa dan Kader Kesehatan yang lain, maka masyarakat kita merasa ada kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan. 
Jumlah Pos Lansia ada 1 tempat / Pos	: 75  Orang
Jumlah Posyandu ada 5 tempat / Pos
Jumlah sasaran	: 	 Balita 		: 250 Orang
				 Ibu Hamil		: 45 Orang
				 P U S		: 687 Orang
				 W U S 		: 807 Orang

DATA POSYANDU BALITA
	NO
	WILAYAH
	JUMLAH POS BALITA
	JUMLAH BALITA
	KETERANGAN

	1
	Kebayan  A
	2
	102
	Penimbangan dan pelayanan kesehatan tiap bulan sekali

	2
	Kebayan  B
	2
	77
	

	3
	Kebayan  C
	2
	71
	

	JUMLAH
	6
	250
	



Jumlah peserta KB ada  356  orang yang terdiri dari :
IUD	:  50 Orang	MOP		:     0 Orang
MOW			:  10 Orang			Implant	:    28 Orang
Suntik		: 210 Orang			Pil		:    22 Orang
Kondom		:  48 Orang	


Jumlah Penderita Cacat terdiri dari :
Cacat Tubuh/Fsk: 8  Orang	Cacat Bisu      :  4 Orang
Cacat Netra	:  2  Orang		Cacat Mental     :  5 Orang














B. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 	
Dalam rangka pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, perlu adanya partisipasi dari seluruh lapisan warga masyarakat guna mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan kegiatan lainnya perlu dana sebagai penyangga utama pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, namun semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa sumber pendanaannya ditopang oleh Pemerintah Kabupaten serta sumber pendapatan desa yang sah lainnya.  
Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Desa segala pekerjaan yang telah tertuang dalam APBDesa maupun RPJMDes dalam pelaksanaannya banyak membutuhkan bantuan informasi dari instansi terkait, karena dalam pelaksanaannya seringkali informasi tersebut dibutuhkan karena menyangkut bidang pelayanan masyarakat, bahkan dana-dana yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan anggaran dan yang lainnya.
Pelaksanaan Anggaran Desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, dalam perencanaan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan dalam pelaksanaannya pengawasan diartikan bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Guna mengantisipasi semua pelaksanaan perencanaan yang tidak berhasil, maka Pemerintah Desa Sidokerto mengadakan koordinasi dengan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten yang berkepentingan untuk mendukung kegiatan desa tersebut.
	Dalam hal Pembangunan sarana dan prasarana terutama Infrastruktur, masyarakat Desa Sidokerto sangat antusias dalam hal peran serta/partisipasi baik pembangunan yang sifatnya umum maupun pribadi/perorangan.

1. Program Kerja 
Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan Pemukiman 
2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan Antar 
Pemukiman ke wilayah Pertanian 
3) Pembangunan, pemanfaatan dan Pemeliharaan Lingkungan
Pemukiman Masyarakat 
4) Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, 
pemanfaatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi 









2. Pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan Jalan Pemukiman
Program kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan pemukiman ini dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut :
(1) Pembangunan Cor Beton jalan di semua dukuh
(2) Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani
Untuk tingkat swadaya masyarakat dalam pembangunan tahun 2024 mengalami penurunan semenjak muncul program pembangunan yang bersumber dari Dana Desa yaitu program Padat Karya.

DATA KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG TELAH DICAPAI TAHUN 2024

	NO.
	JENIS PROYEK
	LOKASI
	BANTUAN (Rp.)
	SUMBER DANA

	1
	Tribun lapangan
	Lapangan Desa
	96.788.704
	DD 1

	2
	Cor lantai gedung Padma
	Kantor Desa
	4.623.285
	Dana Lain-lain

	3
	Gedung padma
	Kantor Desa
	29.429.397
	BKK

	4
	Pemb. Atap tibun lapangan
	Lapangan Desa
	119.195.952
	DD 2

	5
	Tribun lapangan lanjutan
	Lapangan Desa
	96.788.704
	DD 2

	6
	Peresapan air lapangan
	Lapangan Desa
	80.972.430
	silpa DD

	7
	Urug lapangan
	Lapangan Desa
	92.502.008
	DD 1

	8
	Talud Dk Natah/jln usaha tani
	Natah RT. 02
	52.798.352
	DD 1

	9
	Sumur sibel di bengkok kades
	Pencol RT. 03
	42.489.059
	DD 1

	10
	Talud dk Pencol RT 03
	Pencol RT. 03
	10.245.534
	DD 1

	11
	Cor jln dk Natah RT 1
	Natah RT. 01
	14.982.948
	BKK

	12
	Cor jln dk Natah RT 2
	Natah RT. 02
	14.982.948
	BKK

	13
	Cor jln dk Pencol RT 3
	Pencol RT. 03
	14.982.948
	BKK

	14
	Cor jln dk Pencol RT 4
	Pencol RT. 04
	14.982.948
	BKK

	15
	Cor jln dk Gulunan RT 5 A
	Gulunan RT. 05a
	14.982.948
	BKK

	16
	Cor jln dk Guluan RT 5 B
	Gulunan RT. 05b
	14.982.948
	BKK

	17
	Cor jln dk Gendo RT 8
	Gendo RT. 08 
	14.982.948
	BKK

	18
	Cor jln dk Gendo RT 7
	Gendo RT. 07
	14.982.948
	BKK

	19
	Cor jln dk Talun RT 9
	Talun RT. 09
	14.982.948
	BKK

	20
	Cor jln dk Tapang 
	Tapang RT. 06
	14.982.948
	BKK

	21
	Cor jln dk Talun RT 11
	Talun RT. 11
	14.982.948
	BKK

	22
	Cor jln dk Sidoharjo 
	Sidoharjo RT. 14
	14.982.948
	BKK

	23
	Cor jln dk Wonosido RT 15 A
	Wonosido RT. 15a
	14.988.233
	BKK

	24
	Cor jln dk Wonosido RT 15 B
	Wonosido RT. 15b
	14.982.948
	BKK

	265
	Aspal Gendo 
	Gendo
	35.000.000
	ban prov

	26
	Aspal Pencol RT 03
	Pencol RT. 03
	35.000.000
	banprov

	27
	Cor jln Gendo RT 07
	Gendo RT. 07
	110.494.577
	DD 2

	28
	Talud saluran  lapangan 
	Talun RT. 09
	79.645.888
	DD 2

	29
	Cor jln dk Tanon RT 16
	Tanon RT. 16
	14.982.948
	BKK

	30
	Talud jalan usaha tani lanjutan
	Natah RT. 02
	93.806.798
	DD 2



C. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	
1. Program Kerja
Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kondusifitas lembaga dan/atau kelompok masyarakat yang ada di Desa Sidokerto yang dikelompokkan menjadi kegiatan pembinaan sebagai berikut :
1) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan; 
2) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban; 
3) Pembinaan Kerukunan Umat Beragama; 
4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga;  
5) Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat serta Adat istiadat;
2. Pelaksanaan:
1. Sosialisasi KB
2. Sosialisasi Kekerasan Perempuan dan Anak / PPA
3. Sosialisasi Kenakalan Remaja;
4. Sosialisasi Narkoba dan Miras.
D. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Adapun upaya Pemerintah Desa Karanganyar untuk pemberdayaan masyarakat desa antara lain :
a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa
b. Mengembangkan program dan kegiatan Pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan SDM dan SDA yang ada di Desa
c. Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan local
d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak
e. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa
f. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa.



















BAB III
PELAKSANAAN APBDESA

1. Pengelolaan Belanja Desa
Belanja Desa Sidokerto terdiri dari sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa ( DD ), yang sumber dananya dari Pemerintah Kabupaten Sragen, Pengembalian Pajak dan Retribusi, APBD Propinsi, Dan Pendapatan Lain-Lain (PLL). Kemudian dana-dana tersebut dipergunakan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

2. Pengelolaan Pembiayaan
Semua sumber pembiayaan di Pemerintahan Desa Sidokerto didanai sepenuhnya dengan dana sebagai berikut ;
· Pendapatan Asli Desa (PAD)
· Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Sragen
· Dana Desa (DD )
· Bantuan APBD Kabupaten
· Bantuan Gubernur / APBD Provinsi
· Pendapatan Lain-Lain
· Swadaya masyarakat dan Gotong-royong
Pengelolaan pembiayaan Belanja Desa dituangkan dalam APBDesa yang disusun secara bersama-sama lembaga-lembaga Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa, BPD, LP2MD, Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, Karang taruna, Tokoh Perempuan serta unsur lainnya yang telah mendapatkan persetujuan peserta Musrenbangdes yang ditetapkan dalam berita acara Musrenbandes.
Pembiayaan semua Pelaksanaan pembangunan dikelola oleh Bendahara Desa dan Tim Pengelola Kegiatan ( TPK ) yaitu ;
· Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) Pemerintah  
· Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) Pemberdayaan Masyarakat / Kelompok Masyarakat
Kebijakan umum anggaran, baik langsung maupun tidak langsung sepenuhnya mengacu pada kemampuan keuangan Desa Sidokerto yang tertuang dalam APBDesa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan hasil Musrenbangdes dan skala prioritas.
Kegiatan-kegiatan ini dilakukan dengan melihat indek anggaran kegiatan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sragen, dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Pemerintah. Mengingat dana yang ada di Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana stimulant yang harus didukung dengan Pendapatan Asli Desa (PAD) serta partisipasi masyarakat sepenuhnya. Karena prinsip pembangunan Desa adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat Desa Karanganyar. Program-program pembangunan Desa dilakukan dengan memperhatikan serta menampung usulan-usulan musyawarah dari tingkat RT dan segenap aspirasi segenap lapisan warga masyarakat Desa Sidokerto. Berikut APBDES Tahun Anggaran 2024 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDES Tahun Anggaran 2024



APBDES TAHUN ANGGARAN 2024

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :
	1.
	Pendapatan Desa
	
	

	
	a.
	Pendapatan Asli Desa
	Rp.
	167.400.000,-

	
	b.
	Transfer
	Rp.
	2.097.521.000,-

	
	c.
	Lain-lain Pendapatan yang sah
	Rp.
	5.000.000,-

	
	
	Jumlah Pendapatan
	Rp.
	2.269.921.000,-

	2.
	Belanja Desa
	
	

	
	a.
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
	Rp.
	729.805.620,-

	
	b.
	Bidang Pembanguanan Desa
	Rp.
	1.005.014.000,-

	
	c.
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
	Rp.
	500.178.583,-

	
	d.
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
	Rp.
	53.575.000,-

	
	e.
	Bidang Penanggulangan, Darurat, dan Mendesak Desa
	Rp.
	67.775.600,-

	
	
	Jumlah Belanja
	Rp.
	2.356.348.803,-

	
	
	Surplus / Difisit
	Rp.
	86.427.803,-

	3.
	Pembiayaan  Desa
	
	

	
	a.
	Penerimaan Pembiyaan 
	Rp.
	460.983.905,-

	
	b.
	Pengeluaran Pembiayaan
	Rp.
	5.768.978,-

	
	Selisih Pembiyaan ( a – b )
	Rp.
	368.787.124,-





REALISASI APBDES TAHUN ANGGARAN 2024

Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :
	1.
	Pendapatan Desa
	
	

	
	a.
	Pendapatan Asli Desa
	Rp.
	  167.400.000,-

	
	b.
	Transfer
	Rp.
	2.097.521.000,-

	
	c.
	Lain-lain Pendapatan yang sah
	Rp.
	8.403.124,-

	
	
	Jumlah Pendapatan
	Rp.
	2.273.324.124,-

	2.
	Belanja Desa
	
	

	
	a.
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
	Rp.
	   689.068.182,-

	
	b.
	Bidang Pembanguanan Desa
	Rp.
	   974.594.655,-

	
	c.
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
	Rp.
	                                                                                                                                468.508.518,-

	
	d.
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
	Rp.
	50.739.059,-

	
	e.
	Bidang Penanggulangan, Darurat, dan Mendesak Desa
	Rp.
	64.800.000,-

	
	
	Jumlah Belanja
	Rp.
	2.247.710.414,-

	
	
	Surplus / Difisit
	Rp.
	25.613.710,-

	3.
	Pembiayaan  Desa
	
	

	
	a.
	Penerimaan Pembiayaan 
	Rp.
	92.390.066,-

	
	b.
	Pengeluaran Pembiayaan
	Rp.
	0,-

	
	Selisih Pembiayaan ( a – b )
	Rp.
	    92.390.066,-







BAB  IV
KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN UPAYA YANG DITEMPUH
A. KEBERHASILAN
Keberhasilan program dan kegiatan Pemerintah Desa Sidokerto yang dicapai selama 2024 adalah sebagai berikut :
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
1)	Terlaksananya Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2) Terlaksananya Pembayaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3) Terlaksananya Pembayaran iuran jaminan kesehatan; 
4)	Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah desa; 
5) Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Operasional Pemerintah desa; 
6) Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD; 
7)	Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Insentif RT/RW; 
8)	Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
9)	Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran nsentif Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa;
10) Terlaksananya Penyusunan tata ruang Desa; 
11) Terlaksananya Penyelenggaraan musyawarah Desa; 
12) Terlaksananya Pengelolaan informasi Desa; 
13) Terlaksananya Penyelenggaraan perencanaan Desa; 
14) Terlaksananya Pembangunan fisik.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 
1) Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur yang berupa Peningkatan
Talud JUT, Pengerasan Jalan Dukuh wilayah Desa Karanganyar, walaupun belum menyeluruh di semua titik jalan yang ada.
2) Terlaksananya Pembangunan infrastruktur saluran irigasi untuk Pertanian;
3) Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani di wilayah 3 Kebayanan
4) Terlaksananya Pembangunan Saluran Sanitasi dan drainasse lingkungan pemukiman di sebagian dukuh; 
 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
 1) Terlaksananya Pembinaan RT/RW; 
 2) Terlaksananya Pembinaan LP2MD; 
 3) Terlaksananya Pembinaan PKK; 
 4) Terlaksananya Pembinaan Karang Taruna; 
 5) Terlaksananya Pembinaan Satlinmas / Hansip dan tentang Keamanan,
dan Ketertiban Lingkungan; 
 6) Terlaksananya Pembinaan kerukunan beragama; 
 7) Terlaksananya Pembinaan para Tokoh/Pemuka agama; 
 8) Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Remaja Masjid (RISMA); dan 
 9) Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Safari Ramadhan;
10) Terlaksananya Pembinaan tentang kenakalan remaja
11) Terlaksananya Pembinaan bahaya minuman keras dan narkoba
12) Terlaksananya Pembinaan tentang bahaya pergaulan bebas dan
penyakit AIDS
13) Terlaksananya Pembinaan Rehabilitasi Berbasiskan Masyarakat (RBM); 
14) Terlaksananya Pembinaan Forum Kesehatan Desa (FKD); 
15) Terlaksananya Pembinaan Operasional TK Pertiwi; 
16) Terlaksananya Pembinaan Operasional PAUD; 
17) Terlaksananya Pembinaan Operasional TPA/TPQ
18) Terlaksananya Pembinaan Adat istiadat Sedekah Bumi atau Bersih
      Desa;
19) Terlaksananya Pembinaan Adat Pernikahan, Kematian, Aqiqohan, 
      Ruwatan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
1) Terlaksananya Pembinaan Industri Kecil (Kelompok Usaha Bersama); 
2) Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat
     Pemerintah Desa; 
3) Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa( BPD ); 
4)	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa(KPMD); dan
5) Pelatihan Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Desa (LPAD). 
6) Pelatihan Kader Posyandu, Lansia, dan BKB.
B. PERMASALAHAN
Sedangkan Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program
kegiatan tersebut diatas antara lain : 
1) Penyaluran anggaran yang bersumber dari Pendapatan transfer Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa yang terkadang mengalami keterlambatan, sehingga berakibat pada telatnya pelaksanaan program kegiatan; 
2) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan yang terkadang mundur dikarenakan belum selesainya program kegiatan sesuai target atau jadwal yang direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 
3)  Sumber Daya Manusia (SDM) dari Aparat desa yang rata-rata masih kurang trampil dan belum mumpuni, yang berakibat kurang lancarnya pelaksanaan program kegiatan;
C. UPAYA YANG DITEMPUH
Dari berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program kegiatan, maka upaya yang dicapai untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :
1) Waktu Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan penyaluran anggaran dari pendapatan transfer yang diterima dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa; 
2) Waktu penyusunan Perubahan APBDesa, diupayakan untuk pembangunan fisik agar dipercepat pelaksanaannya agar keadaan atau cuaca tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan fisik dan juga agar tidak terjadi pelaksanaan kegiatan melebihi tahun anggaran; 
3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa melalui Bimbingan Teknis, workshop, pelatihan maupun seminar dibidang perencanaan, penatausahaan dan penyusunan laporan. 
4) Perlunya pendampingan bagi perangkat desa.




















BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN LAPORAN
Penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat tahun 2024 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) tahun 2023-2030 yang telah ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) 2024 serta mengerahkan segala kemampuan sumber daya aparatur dalam melaksanakan program kegiatan. 
Kendati demikian dengan mencermati hasil penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa Karanganyar dari tahun 2024, maka disadari bahwa apa yang telah dilakukan selama tahun-tahun tersebut disamping telah menghasilkan kemajuan-kemajuan yang cukup signifikan membawa perubahan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga masih menyisakan beberapa hal yang belum  terselesaikan secara tuntas karena dihadapkan beberapa kendala dan hambatan, sehingga hal ini masih perlu dan relevan untuk semakin dicermati penangannya pada waktu mendatang. Oleh karena itu sangat perlu didukung adanya penyempurnaan strategi dan kebijakan serta komitmen bersama sebagai modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan dengan harapan akan mempercepat penyelesaian permasalahan dan perolehan hasilnya semakin maksimal. 
B. PENYAMPAIAN UCAPAN TERIMA KASIH 
Penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat tahun 2024 yang dilaksanakan oleh segenap komponen masyarakat desa tidak luput dari berbagai masukan bimbingan serta arahan berbagai pihak. 
Untuk itu atas nama Pemerintah Desa Karanganyar mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 
1. Bapak Camat Plupuh beserta seluruh jajarannya; 
2. Segenap Perangkat Desa, Ketua dan Anggota BPD dan seluruh Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Sidokerto
3. Seluruh Masyarakat Desa Sidokerto.
C. SARAN DAN PERMOHONAN PETUNJUK SERTA ARAHAN LEBIH LANJUT
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD, LKPD, IPPD) ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. Disebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir tahun anggaran dan Akhir Masa Jabatan kepada Bupati, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada BPD, dan menyampaikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat. 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan strategi Pemerintah Desa Sidokerto sebagai pelaksanaan dari Visi, Misi dan tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui sejauhmana perkembangan yang terjadi sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Desa. 
Disadari secara substansi, redaksional dalam laporan ini masih ada kekurangan, namun dengan upaya yang sungguh-sungguh dan segala saran, kritik dan masukan sangat kami harapkan untuk penyempuraan laporan ini di waktu mendatang. 


                                                                     Sidokerto, 22 Januari 2025
Kepala Desa Sidokerto



                                                                         HERU BUDIYANTO
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LAMPIRAN

1. Peraturan Desa tentang APBDes

2. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes

3. Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Desember























REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK DESA SIDOKERTO TAHUN 2024
	No.
	Nama Dukuh
	Jumlah
KK
	JIWA

	
	
	
	LK
	PR
	Juml.

	1. 
	Dukuh Natah
	166
	292
	298
	590

	2. 
	Dukuh Pencol
	106
	177
	182
	359

	3. 
	Dukuh Gulunan
	114
	197
	204
	401

	4. 
	Dukuh Tapang
	65
	120
	117
	237

	5. 
	Dukuh Gendo
	86
	150
	143
	293

	6. 
	Dukuh Talun
	193
	334
	336
	670

	7. 
	Dukuh Ngepung
	65
	143
	135
	278

	8. 
	Dukuh Sidoharjo
	55
	115
	111
	226

	9. 
	Dukuh Wonosido
	120
	215
	200
	415

	10. 
	Dukuh Tanon
	53
	97
	95
	192

	
	Jumlah
	1840
	1821
	3661
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